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            ABSTRAKSI    
 

Dengan adanya otonomi daerah maka pendapatan asli daerah merupakan 

salah satu sektor penting dalam menciptakan kondisi perekonomian yang mampu 

meningkatkan proses pembangunan daerah itu sendiri. Disadari atau tidak pada 

hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh 

rakyat di suatu daerah . segala bentuk pungutan yang dilakukan baik oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya merupakan pengurangan 

hak rakyat oleh pemerintah. . Salah satu alternatif sumber penerimaan tersebut 

adalah pajak dan retribusi daerah, yang telah ditetapkan oleh undang-undang 

tentang pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang 

bersumber dari daerah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya pemungutan 

berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aspek kehidupan 

masyarakat. Agar dapat dipungut efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak 

dan semua pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah . disisi lain 

masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya 
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